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SINOPSIS 

 

BerdasarkanUndang-Undangbahwa DIY 

adalahmerupakandaerahotonomsetingkatpropinsi yang dikepalaioleh Sri Sultan 

HamengkuBuwono X sebagaiKepala Daerah DIY dan Sri pakualam IX sebagaiwakilKepala 

Daerah DIY. TerkaitdenganotoritasKesultanan Yogyakarta 

dalammempengaruhisistemPemerintahan di DIY, Sultan 

danKratonadalahrohdanpusatsosialbudayamasyarakat Yogyakarta.Apa yang disampaikanatau 

yang diperintahkanoleh Sultan 

pastiakandilaksanakanolehwarga.masyarakatbaikdalambentukkebijakanmaupunperintahdalambe

ntuksabda. Namundisisilainjugaadabeberapakebijakanmaupunperintahdari sultan 

sebagaiGubernur yang tidaksesuaidenganharapanmasyarakat. 

Sehinggaterkadangperintahataukebijakantersebut di 

abaikan.Untukitumakapenelitiinginmelakukanpenelitian agar 

dapatmengetahuidampakdariOtoritasKesultanan Yogyakarta 

dalammempengaruhiSistemPemerintahan DIY.Adapunrumusanmasalahdalampenelitianiniadalah 

;BagaimanaOtoritasKesultanan Yogyakarta dalammempengaruhi system Pemerintahan Daerah 

Istimewa Yogyakarta.? 

 Penelitianinitermasukdalamjenispenelitiandesktiptifkualitatif.Teknikpengumpulan data 

yang dilakukandenganmewawancara 4informan yang di anggapberkompetenuntukmemberikan 

data.BaikdaripihakKratonmaupunPemerintahdandilengkapidenganobservasilapanganolehpeneliti

sertadokumen yang berkaitandenganjudul yang dibahas. 

HasilpenelitianmenunjukkanbahwaOtoritas Kesultanan Yogyaakarta dilihat dari aspek 

politik ialah Interaksi yang terjadi ialah Sultan selalu membuat kebijakan politik dengan 

melakukan meditasi mistik dan  Sultanmasihmempengaruhisistempolitik di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Salahsatubukti integrasi ialahlahirnyaUndang-Undangnomor 13 Tahun 2012 

tentangkeistimewaan Yogyakarta. karena Jogjakarta ataudulu yang 

dikenaldengannamaMataramadalahsebuahkerajaan/negara yang 

notabenememilikinilaihistorisbagibangsa Indonesia denganjasa yang dilakukan. Otoritas 

Kesultanan Yogyakarta dilihat dari aspek budaya ialah Bahwa interaksi yang terjadi 

padasemuamasyarakat yang berada di Yogyakarta harusmengikutiapa yang 

telahditetapkanolehKeraton. Hal ini menunjukkan integrasi sultan 

yangsesuaidenganperankeratondalamranahsosialdanbudayakarenakeratonadalahsalahsatu locus 

pendidikanbudayadimananilaidanbudayamengalirkebawah paling 

deras.Bahwaotoritaskesultanandalam Yogyakarta dilihatdariaspekekonomi, sehingga integrasi 

sultancukupmendominasisehinggadikhawatirkankota Yogyakarta mulaimemudarnilai-nilaitradisi 
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yang sudahmelekatakanterancammemudarkarenabanyaknyabangunanmodren. 

BahwaOtoritasKesultanan Yogyakarta dilihatdariaspeksosialcukupbanyak. Salah satunya 

interaksi sultanadalahdenganmemberikantanah (Sultan Ground) kepadamasyarakatnya. Hal 

inicukupberdampakpositifkepadamasyarakatkota Yogyakarta karenamemilikiseorang sultan yang 

sangatdermawandanmemilikijiwasosial yang tinggi yang memiliki jiwa integrasi yang sangat 

memperhatikan rakyatnya.Bahwaotoritaskesultanan Yogyakarta 

dilihatdariaspekpsikologisyaknisebagai patron 

budayasebenarnyamengakarkuathinggakemasyarakatbawah. Sebagaiinstitusi, integrasi 

kratonsebetulnyamenjadi patron perubahandalammasyarakat, termasukorientasipilihanpolitik. 

Hal tersebut menunjukkanintegrasi yang dimiliki sultan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

DIYmerupakan daerah otonom setingkat provinsi yang dikepalai oleh Sri Sultan 

Hamengku Buwono IX sebagai Kepala Daerah DIY dan Sri Paku Alam VIII sebagai Wakil 

Kepala DaerahDIY. Undang-undang yang membentuk DIYsebagai daerah otonom setingkat 

provinsi adalah Undang-Undang Nomor3 jo 19 Tahun 1950.  

Sumber hukum daripada DIYadalah Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi sebagai 

berikut: 

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan 

pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati 

dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam 

daerah-daerah yang bersifat istimewa” 

Sebenarnya terbentuknya Kasultanan Yogyakarta dan daerah Paku Alaman menjadi 

DIYberdasarkan UUD 1945 itu melalui suatu proses. Dengan dikeluarkannya Amanat Kedua 

30 Oktober 1945, proses pembentukan Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Paku Alaman 

menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Berdasarkan UUD 1945 itu sebenarnya sudah dimulai pembentukan Kasultanan 

Yogyakarta.Kemudian dibentuklah suatu Badan Pekerjayang bertugas menjalankan fungsi 

legislatif (pembuatan undang-undang) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.Badan 

Pekerja inilah yang menjadi wakil rakyat diseluruh Daerah Istimewa Yogyakartayang 

selanjutnyadiberi wewenang untuk menentukan haluan jalannya pemerintahan di 
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DaerahIstimewa Yogyakarta. Dan untuk pertanggungjawabannya Badan Pekerja ini kepada 

KNI (Komite Nasional Indonesia) Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Semenjak saat itu, segala dekrit yang dikeluarkan oleh Kasultanan dan Pakualaman 

juga ditandatangani oleh Badan Pekerja sebagai wakil persetujuan rakyat. Pada 18 Mei 1946, 

nama resmi Daerah Istimewa Yogyakarta mulai digunakan dalam setiap urusan pemerintahan 

yang menggabungkan dua kerajaan besar menjadi satu daerah istimewa dari Negara 

Indonesia. Sistem pemerintahan monarki persatuan ini masih terus berlaku sampai 

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 

Istimewa Yogyakarta yang mengukuhkan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta ini 

merupakan bagian integral dari negara Indonesia.Sebagaimana tercantum dalam Pasal 

berikut, 

“(1) Daerah yang meliputi daerah Kesultanan Yogyakarta dan daerah Paku Alaman 

ditetapkan menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta.(2) Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 

setingkat dengan provinsi.” 

Terkait status istimewa yang dimiliki oleh DIY telah dilegalkan melalui pengesahan 

Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY.Pascatuntutan rakyat Yogyakarta yang 

menginginkan segera disahkannya Rancangan Undang-undang KeistimewaanDIYini juga 

menetapkan bahwa Sultan dan Paku Alam adalah Kepala Daerah DIY. Setelah pengesahan 

Rancangan Undang-undangKeistimewaan DIY, Sri Sultan HB X mengeluarkan Surat Edaran 

Nomor 51/SE/IX/2012 yang berisi tentang penghapusan kata “provinsi” dari penyebutan 

nomenklatur(penamaan dalam bidang tertentu)SOPD (Satuan Organisasi Perangkat Daerah) 

di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Daerah Istimewa Yogyakarta pada dasarnya 
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mempunyai dua bentuk pemerintahan, yaitu: pertama, merupakan bentuk pemerintahan 

kerajaan yang sesuai dengan keadaan budaya lokal. Kedua, bentuk pemerintahan daerah yang 

sesuai dengansistem politik pemerintahan yang modern.Terkait penghapusan kata “provinsi” 

initentunya menimbulkan perubahanterhadap hubungan struktural dalam sistem 

pemerintahan. 

Otoritas dalam kebudayaan Jawa bersumber dari wahyu Ilahi yang diberikan kepada 

orang-orang terpilih sehingga legitimasi dari otoritas tidak berasal dari rakyat yang dipimpin 

tetapi dari ranah supernatural. Dengan konsep otoritas seperti ini, otoritas seorang raja 

berakhir ketika wahyu Ilahi tersebut berpindah ke orang lain. Perpindahan wahyu ini bisa 

dilihat oleh rakyat jelata dari penurunan kepemimpinan atau kekalahan raja dalam 

peperangan. Untuk orang-orang dengan kemampuan spiritual tinggi, perpindahan otoritas ini 

bisa terlihat sebagai perpindahan cahya atau teja dari satu orang ke orang lain. Otoritas 

dalam kebudayaan Jawa tidak bisa dipertanyakan oleh rakyat. 

Kekuasaan raja adalah kekuasaan absolut karena kekuasaan raja adalah tanggung 

jawab yang diberikan langsung oleh Tuhan melalui pemberian wahyu.Otoritas politik keraton 

dalam masyarakat Jawa tradisional meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat karena 

keraton adalah pusat dari kehidupan.Keraton adalah asal dari kehidupan itu sendiri sehingga 

pengaturan kehidupan diberikan seluruhnya kepada keraton. Aspek ini terlihat dari gelar 

penuh Sri Sultan Hamengkubuwono IX yaitu Sampeyan dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng 

Sultan Hamengkubuwono, Senopati Ing Ngalogo, Abdurrahman Sayidin Panoto Gomo, 

Kalifatullah Ingkang Kaping IX. Arti gelar yang panjang ini adalah dia adalah penguasa yang 

sah di dunia ini; dia juga Senopati Ing Ngalogo, yang berarti bahwa dia adalah panglima 

tertinggi, penentu perdamaian dan peperangan.Sultan juga disebut Abdurrahman Sayidin 
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Panoto Gomo yang berarti penata agama yang pemurah, sebab dia diakui sebagai 

Kalifatullah, pengganti Muhammad SAW (Soemardjan, 1962). Otoritas Sultan dalam 

masyarakat tradisional Yogyakarta terlegitimitasi oleh budaya dan kultur masyarakat. Bagi 

masyarakat tradisional Yogyakarta, tiap kata Sultan adalah hukum karena Sultan bukan 

sekedar seseorang yang kebetulan memegang kekuasaaan tetapi seseorang yang didukung 

oleh segenap kekuatan magis pusaka-pusaka kerajaan. 

Adanya pemerintahan kolonial Belanda memperlemah otoritas keraton secara 

signifikan.Dalam pemerintahan kolonial Belanda, otoritas Sultan digunakan dalam 

pemerintahan masyarakat Yogyakarta dalam sistem yang dikenal sebagai Indirect 

Rule.Dalam sistem ini, sistem pemerintahan tradisional tetap dipertahankan tetapi status 

penguasa lokal berubah menjadi pegawai sipil yang mempunyai gelar dan atribut penguasa 

lokal.Pembuatan keputusan, dalam sistem ini, dibuat oleh Sultan untuk keputusan-keputusan 

yang bersifat budaya dan agama tetapi keputusan-keputusan yang menyangkut perdagangan 

dan keamanan dipegang oleh Belanda. Melalui Perjanjian Giyanti, keraton Yogyakarta  juga 

menempatkan Pepatih Dalem, dengan persetujuan residen/gubernur menjadi pemegang 

kekuasaan sehari-hari yang sebenarnya, bukan di tangan sultan. Selain itu pemerintahan 

colonial juga mempunyai aparat hukum beserta hukum perdata sendiri untuk menangani 

kasus-kasus yang melibatkan orang Belanda.Keraton tidak mempunyai kekuatan untuk 

menangani perkara yang melibatkan orang Belanda. 

Setelah kemerdekan Indonesia, kekuasaan keraton di Yogyakarta tetap diakui oleh 

Republik yang baru dibentuk dengan surat Presiden Soekarno kepada Sri Sultan 

Hamengkubuwono IX dan akhirnya disahkan dengan UU No. 3 Tahun 1950. Pelaksanaan 

Otonomi Daerah Istimewa berubah dari waktu ke waktu dengan yang paling baru adalah 
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Dekrit Presiden No. 6 Tahun 1959.Saat ini, Sultan mempunyai jabatan ganda sebagai Kepala 

Daerah Istimewa Otonom dan Wakil Pemerintah Pusat yang bertanggung jawab langsung 

kepada Meteri Dalam Negeri.Kesetiaan kepada keraton berarti kesetiaan kepada negara 

Republik Indonesia karena keduanya adalah bagian yang tidak terpisahkan antara satu 

lainnya. 

Akhir –akhir ini banyak kalangan yang membicarakan mengenai keistimewaan 

Yogyakarta. Masyarakat Yogyakarta tetap berusaha mempertahankan daerah istimewanya 

dengan berbagai cara, agar pemerintah nantinya tidak akan mengubah sistem pemerintahan di 

Yogyakarta yang sejak dari masa presiden Soekarno yang menetapkan secara langsung Sri 

Sultan Hamengkubuwono dan Paku Alam sebagai gubernur dan wakil gubernur di tetapkan 

otomatis secara langsung tanpa pemilihan. Tetapi dengan sistem pemerintahan yang ada 

sekarang mengharuskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur harus di pilih dengan 

pemilihan, tetapi hal inilah yang membuat warga masyarakat Yogyakarta dan tokoh 

masyarakat menjadi tidak terima, karena ini menyalahi dengan apa yang telah di berikan oleh 

Presiden Soekarno kepada Yogyakarta sebagai sebuah penghargaan yang telah memberikan 

pengaruh cukup besar bagi bangsa Indonesia. Salah satu sisi yang harus menjadi 

pertimbangan penting dalam pembahasan keistimewaan DIY adalah konteks sejarah yang 

melatarbelakanginya. Hanya dengan menilik sejarah berdirinya Keraton Yogyakarta dan 

penggabungannya ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kita akan bisa 

mendapat gambaran lengkap tentang makna keistimewaan DIY. 

Yogyakarta merupakan percontohan dalam pengenalan prosedur demokrasi di tingkat 

desa. Bagi Yogyakarta, memberikan otoritas kepada masyarakat atau demokratisasi 

memberikan perubahan sangat mendasar jika dilihat dari konsep otoritas dalam budaya Jawa. 
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Dalam sejarahnya, masyarakat belum pernah benar-benar terlibat dalam memegang otoritas 

untuk mengatur tata pemerintahan, baik di Kesultanan maupun Pakualaman.Hak rakyat di 

pemerintah sangat dibatasi oleh kekuasaan raja yang besar. 

Demokratisasi yang berlangsung di Yogyakarta tidak bisa dilepaskan dari keberadaan 

Sultan sebagai raja. Boleh dibilang, proses demokratisasi Yogyakarta sangat dipengaruhi 

sejauh mana Sultan mau melakukannya atau tidak. Menempatkan Sultan sebagai faktor 

determinan berarti kita melihatnya dalam paradigma doktrin determinisme heroik yang 

berakar dalam asumsi individualisme dan voluntarisme yang lebih umum.Doktrin ini 

mengasumsikan bahwa sejarah adalah pengaruh tindakan individu dan sejarah adalah respons 

atau upaya individu yang paling lunak (voluntarism) (Sztompka, 2007: 310). 

Sztompka menempatkan individu sebagai katalisator utama, dalam hal ini individu 

yang besarlah yang mampu melakukan hal istimewa, dalam arti menyebabkan perubahan 

historis besar. Dengan kata lain, Sztompka menempatkan orang besar sebagai agen 

perubahan. Dalam persektif ini, Sultan HB IX sangat relevan untuk ditempatkan pada posisi 

itu. HB IX adalah motor perubahan di Ngayogyakarta Hadiningrat. HB IX dianggap sebagai 

individu dengan kualitas pribadinya yang khas (pengetahuan, kecakapan, bakat, 

keterampilan, kekuatan fisik, kecerdikan ataupun kharisma) bertindak mewakili orang lain 

atas nama masyarakat Yogyakarta dan untuk kepentingan mereka pula. 

Sosok Sultan HB IX ini menarik karena sebenarnya dengan mendeklarasikan diri 

sebagai bagian dari bayi Republik sama artinya dengan memereteli kekuasaan yang melekat 

dalam dirinya sebagai sebagai seorang raja absolut. Untuk menjawab keanehan tersebut 

hendaknya kita melirik perjalanan karier Sultan sebagai seorang bangsawan, terutama aspek 
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pendidikannya.Sebelum dipanggil pulang pada 1939 ke keraton, HB IX muda adalah 

mahasiswa di Universitas Leiden. Anak muda yang lahir pada 1912 ini dinobatkan menjadi 

raja pada 1940 setelah HB VIII wafat tidak lama setelah kedatangan HB IX dari Negeri 

Belanda. Sejak itulah dia melakukan serangkaian pembaruan (Ricklefs, 1991: 329). 

Latar belakang pendidikan modern yang melekat pada sosok elite terpelajar HB IX 

menjadi dasar bagi lahirnya sebuah perubahan tatanan kenegaraan, termasuk menyangkut 

cara pandang terhadap modernitas dan kemerdekaan. Moedjanto (1987: 125-127) mencatat 

sejumlah langkah pembaruan yang dilakukan Sultan muda.Bahkan, HB IX dianggap sudah 

mempraktikan demokrasi jauh sebelum orang lain memikirkannya.Tidak lama setelah 

dilantik pada 18 Maret 1940 dia melakukan setidaknya tujuh hal pokok di keraton. Antara 

lain (1) penghapusan jabatan patih, sehingga raja bisa berhubungan langsung dengan rakyat; 

(2) penyederhanaan sejumlah upacara yang memakan biaya besar; (3) membuka kesempatan 

menjadi pamong praja bagi publik; (4) menghapuskan jabatan wedana yang dianggapnya 

hanya menjadi penghubung bupati dan panewu atau camat; (5) Melibatkan tokoh masyarakat 

dalam panitia kapanewon; (6) Segera setelah Kemerdekaan diproklamasikan menyesuaikan 

diri dengan pemerinatahan pusat dengan membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah 

(KNI-D); (7) Menerappan prinsip kepemimpinan ing ngarsa sung tuladha, ing madya 

mangun karsa, tut wuri handayani dalam kehidupan sehari-hari. 

Kesultanan Yogyakarta, pada masa pemerintahan kolonial Belanda mendapat 

pelakukan khusus, yakni merupakan daerah yang mempunyai kedudukan politik lebih tinggi 

daripada daerah otonom biasaPada masa pemerintahan kolonial, Kasultanan Yogyakarta 

termasuk negara kecil yang mempunyai kedudukan khusus (Soedarisman, 1984). Dengan 
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kedudukan yang dimiliki tersebut, Kasultanan Yogyakarta telah memiliki kekuasaan politik 

yang riil, seperti adanya hak bagi Kasultanan Yogyakarta untuk mengatur rumah tangganya 

sendiri.Kedudukan politik tersebut tidak terlepas dari upaya penawaran politik yang 

dilakukan oleh penguasa kerajaan dengan pemerintah kolonial lewat politik kontrak, yang 

dilakukan pada tahun 1877, 1921, dan 1940.Pihak pemerintah kolonial Belanda memberikan 

toleransi kepada Sultan Yogyakarta untuk menjalankan pemerintahan sendiri sesuai dengan 

hukum adat dengan ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam kontrak politik. 

Otoritas Kraton banyak mempengaruhi disetiap lini kehidupan bermasyarakat, yakni 

terlihat dalam bidang pendidikan, politik dan budaya.Di bidang pendidikan, Sultan 

membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membiarkan rakyat mendirikan rumah 

dan hidup di dalam tembok keraton secara magersari.Pendidikan dengan sifat kolonial 

dihapuskan, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai, yakni mendidik kesederhanaan, 

hemat, bertanggungjawab, mandiri dan menanamkan rasa kebangsaan dan mempertinggi 

kebudayaan serta kesenian.Selain itu, Sultan mendorong berdirinya Universitas Gadjah Mada 

(UGM). Mengenai tempat universitas itu bukan di luar kota, tetapi tepat di bagian depan 

istananya yakni di Pagelarandan Sitihinggil.Saat ini, banyak tanah milik keraton yang 

dipergunakan untuk pendirian sekolah-sekolah. Yogyakarta kemudian berkembang menjadi 

kota pelajar karena ada berdirinya Tamanan, Kweekschool, Thechnische School, AMS A, 

dan UGM. Perkembangan pendidikan ini memunculkan benih-benih pergerakan nasional 

seperti Kongres Jong Java, Kongres Serikat Islam, Kongres Boedi Oetomo, Kongres 

Indonesia Muda, Kongres Taman Siswo, Kongres Wanita serta Kongres Muhammadiyah. 

Pendidikan menjadi motor penggerak yang membawa perubahan sosial dan mobilitas sosial 

di Yogyakarta. 
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Peranan Sultan Hamengku Buwana IX dibidang budaya tidak dapat lepas dari 

kedudukannya sebagai seorang raja yang secara otomatis menjadi pelindung budaya 

Jawa.Peran Sultan dalam pengembangan budaya Jawa meliputi berbagai fungsi yang terdapat 

di dalamnya.Sultan mempunyai peranan sebagai pelaku seni, pembina seni, pencipta seni dan 

pemikir seni (Sudyarsana 1988:6).Sebagai pelaku seni, sejak kecil Sultan Hamengku Buwana 

IX sudah menerima pendidikan dan pengajaran seni tari Jawa tradisional.Dalam menarikan 

suatu jenis tarian maka biasanya Sultan berperan sebagai Gatotkaca.Sebagai seorang 

pembina seni, Sultan melakukan berbagai penyederhanaan dalam bidang kesenian.Akan 

tetapi, penyederhanaan ini tidak berarti memundurkan kualitas pengembangan seni di 

Keraton Yogyakarta (Nurtjahjo 1994:19).Sultan Hamengku Buwana IX menciptakan 

beberapa tarian, antara lain Bedoyo Manten dan Bekso Golek Menak yang kemunculan 

idenya dipengaruhi oleh wayang dan memiliki unsure -unsur silat Minangkabau.Melestarikan 

dan membakukan tari adalah sebagian dari sejumlah keinginan Sultan dalam memberi warna 

baru bagi Keraton Yogyakarta.Ini menunjukkan bahwa keraton menjadi satu pusat 

kebudayaan yang hidup dan menjadi acuan dinamis untuk kebudayaan dan kesenian.Museum 

pribadi Sultan Hamengku Buwana IX, Museum Keraton, misalnya, adalah aktualisasi 

perwujudan keraton sebagai pusat kebudayaan Jawa yang benar-benar hidup (Margantoro 

1999:86). 

Pandangan dan sikap Sultan Hamengku Buwana IX dibidang politik, ekonomi, sosial, 

dan budaya membawa perubahan wujud kebudayaan berupa ide gagasan mengenai sistem 

pemerintahan feodal berubah menjadi demokrasi.Keterlibatan Sultan dalam perjuangan 

kemerdekaan dan keputusannya memasukan keraton dalam kedaulatan RI memberi contoh 

kepada rakyat mengenai jiwa nasionalisme.Sultan mengubah dan menyederhanakan sistem 
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pemerintahan dengan mengambil alih fungsi Patih Dalemdan membentuk Dewan 

Kementrian, membentuk panitia pembantu pamong praja sebagai badan pertimbangan, dan 

mengadakan ujian saringan bagi mereka yang ingin menjadi pegawai keraton.Tindakan 

Sultan ini menunjukkan bahwa masyarakat luas boleh mengambil bagian dalam 

pemerintahan keraton.Hal ini membuat gerak masyarakat ningrat menjadi 

terbatas.Masyarakat ningrat diharapkan berbaur dengan masyarakat luas dan tidak ada lagi 

hak istimewa dan perlakuan hukum istimewa yang diatur seperti dalam perjanjian dengan 

Belanda sebelumnya. Usaha yang dilakukan Sultan Hamengku Buwana IX untuk menghemat 

biaya pengeluaran keraton yakni dengan menyederhanakan sebagian upacara-upacara ritual 

keraton, sebagian yang lain tetap dijaga keasliannya, terutama untuk tradisi keraton yang 

fundamental. Sultan mengubah gagasan lama yang dirasa tidak sejalan dengan semangat 

budaya baru yang berwawasan nasional. Misalnya, menggunakan bahasa Jawa Bagongan di 

lingkungan keraton dan bahasa Indonesia dalam urusan kenegaraan. Perubahan ini 

menunjukkan peningkatan kesadaran nasionalisme berbangsa dan bernegara, dengan tetap 

menjaga keluhuran nilai budaya Jawa. 

Paparan di atas menunjukkan bahwa keberpihakan Sultan kepada rakyat turut menjadi 

akselerator proses demokratisasi di Yogyakarta pada awal kemerdekaan. Dua hal yang patut 

dicermati adalah pemilihan untuk bergabung dengan Republik dan pemangkasan birokrasi 

kerajaan.Di sini Sultan berani melakukan reformasi birokrasi dari aristokrasi yang berpusat 

kepada kekuasaan tradisional menjadi birokrasi modern.Pendidikan Barat HB IX turut 

memberikan pengaruh Weber dalam rasionalisasi birokrasi.Ritzer (2007: 37) menjelaskan, 

teori birokrasi modern yang dikembangkan Weber menunjukkan adanya hierarki jabatan-

jabatan, perbedaan pribadi dan jabatan, pertimbangan kompetensi pejabat. Dalam Undang-
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Undang No.13 Tahun 2012 tentang keistimewaan  DIY pasal 42 ayat 1 menyebutkan bahwa 

Pemerintah pusat meyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan 

keistimewaan DIY sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 dalam APBN sesuai dengan 

kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan Negara. 

Saat ini keistimewaan DIY diatur dengan Undang-Undang yang menempatkan Sultan 

Hamengku Buwono X sebagai raja sekaligus Gubernur DIY melalui penetapan. Namun nilai 

kharismanya lebih rendah dibandingkan dengan Sultan Hamnegku Buwono IX. 

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Otoritas Kesultanan Yogyakarta dalam mempengaruhi sistem 

Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

Bagaimana Otoritas Kesultanan Yogyakarta dalam mempengaruhi sistem Pemerintahan 

Daerah Istimewa Yogyakarta ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menggambarkan tentang Otoritas Kesultanan 

Yogyakarta dalam mempengaruhi sistem Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Akademis 
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pada orang Yogyakarta asli dan pendatang yang telah menyatu secara kultural 

dengan kraton. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: 

1. Diharapkan Sultan dapat menjaga nilai-nilai tradisi dan tidak terpengaruh oleh arus 

modernisasi sehingga Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menjadi icon Kota budaya 

yang banyak diminati turis asing karena nilai tradisional nya masih terjaga. 

2. Diharapkan pada perayaan Sekaten tidak ada lagi sewa kavling sehingga pedagang 

dari kalangan menengah bawah dapat berdagang dihalaman alun-alun. Sehingga 

perayaan Sekaten juga menjadi ajang untuk menjaga nilai-nilai tradisi nya. 

3. Diharapkan bangunan-bangunan megah seperti apartmen dan mall dapat dikurangi 

keberadaan nya karena dapat mempengaruhi estetika Daerah Istimewa Yogyakarta.  
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